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ABSTRAK

Evi puspita Sari. Nim 1415406. Urgensi Pemberian Kompensasi Dalam
Meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kementerian Agama
Kabupaten Asahan.

Skripsi, Medan : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara
Medan, 24 Juli 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui. Urgensi Pemberian
Kompensasi Dalam Meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) Di
Kementerian Agama Kabupaten Asahan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.
Sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder.Teknik pengumpulan data yang
dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis
datanya melalui tiga jalur yaitu, penyajian data, reduksi data, dan penarikan
kesimpulan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut: (1)Peneliti
ingin mengetahui proses pemberian kompensasi dalam meningkatkan disiplin
Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Agama Asahan, (2)Peneliti ingin
mengetahui bentuk-bentuk pemberian kompensasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di
Kementerian Agama Asahan, (3)Penulis ingin mengetahui hambatan-hambatan dalam
pemberian kompensasi dalam meningkatkan disiplin Aparatur SIpil Negara (ASN) di
Kementerian Agama Asahan. Dalam penelitian ini juga menggunakan pengumpulan
data wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian ini menemukan bahwa pemberian kompensasi sangat berpengaruh
dalam tingkat kedisiplinan para pegawai ASN, oleh karena itu Kemenag melakukan
suatu pengawasan terhadap pegawai ASN , pengawasan tidak langsung maupun
langung, mengajarkan mereka untuk datang tepat waktu, menaati peraturan,
memberikan motivasi dengan cara melaksakan workshop,seminar dll, dan
melaksanakan pelatihan-pelatihan terhadap pegawai.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pegawai adalah setiap orang yang bekerja dengan baikkepada suatu lembaga
dan memperoleh balas jasa sesuai dengan peraturan atau perjanjian. Besarnya balas
jasa telah ditentukan dan diketahui sebelumnya, sehiggah pegawai secara pasti
mengetahui balas jasa/kompensasi yang akan diterimanya. Kompensasi inilah yang
akan dipergunakan pegawai itu beserta keluarganya untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhannya.

Balas jasa yang diterima cukup baik, sehinggah kebutuhan yang dinikmatinya
semakin banyak pula.Dengan demikian, kepuasan kerjanya juga semakin baik.Di
sinilah letak pentingnya kompensasi bagi pegawai yang bekerja secara fisik dan
pikiran .Kompensasi merupakan pengeluaran dan biaya bagi lembaga.Lembaga
mengharapkan agar kompensasi yang dibayarkan memperoleh imbalan prestasi kerja
yang lebih besar dari pegawai.

Jadi, nilai prestasi kerja pegawai harus lebih besar dari kompensasi yang
dibayar lembaga, supaya lembaga mendapatkan laba dan kontinutitas lembaga
terjamin.Berdasarkan uraian diatas jelaslah pentingnya masalah kompensasi ini untuk
pegawai dan lembaga. Yoder mengemukakan, balas jasa membuat anggota tim kerja

dapat bekerja sama dan berprestasi.t

*Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009),
Cet 13, him. 117-118.



Kompensasi merupakan salah satu fungsi yang penting dalam manajemen
sumber daya manusia (MSDM), karena kompensasi merupakan salah satu aspek yang
paling sensitif didalam hubugan kerja.Kasus yang terjadi dalam hubungan Kkerja
mengandung masalah kompensasi dan berbagai segi yang terkait, seperti gaji dan
tunjangan.Dalam praktiknya masih banyak pegawai yang belum memahami secara
benar sistem kompensasi.Sistem kompensasi membantu dalam memberi penguatan
terhadap nilai-nilai kunci organisasi serta memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi.

Pada prinsipnya, pemberian kompensasi itu merupakan hasil kerja baik berupa
memberikan tenaga dan pikiran terhadap lembaga. Namun dalam hal ini terkandung
pula pengertian bahwa para pegawaitelah memberikan segala kemampuan kerjanya
kepada lembaga, maka lembaga sewajarnya menghargai jerih payah pegawai itu
dengan cara memberi balas jasa yang setimpal kepada mereka. Sebenarnya hubungan
antara lembaga dan pegawai bersedia memberikan tenaga dan pikirannyakepada
lembaga.Sebagai imbalan dari menjual atau memberikan tenaga ini, lembaga
memberikan imbalan atau kompensasi kepada pegawai atas jasa yang telah
diberikannya itu.Jadi, hubungan antara lembaga dan pegawai sudah merupakan
hubungan simbosis mutualisme (hidup bersama saling menguntungkan).?

Dalam hadits, dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, dia berkata,

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

’Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2009), cet 1, him. 181-182.
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Artinya: “Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu
Majah. Shahih Sunnah Ibnu Majah no: 1980).

Maksud hadits di atas, menyegerakan penyerahan upah di penghujung waktu
setelah pekerjaan selesai.Tentunya sesuai dengan kesepakatan di awal tentang
mekanisme penyerahan upah.®

Al-Munawi menjelaskan, haram hukumnya menunda gajipegawai padahal tak
ada kendala untuk segera menyerahkannya. Perintah untuk menyerahkan gaji
sebelum Kkeringat para pekerja mengering adalah sebuah kiasan atas wajibnya
menyegerakan sebelum pekerjaan mereka selesai ketika para pekerja memintanya
meskipun belum sampai berkeringat, atau berkeringat dan langsung kering”.

UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah menegaskan
bahwa komponen gaji yang diterima pegawai ASN hanya terdiri dari tiga macam
yaitu gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Dengan demikian, dalam UU
tersebut tidak mengenal lagi gaji pokok, tetapi yang ada adalah gaji.Gaji adalah
kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab
jabatan dan risiko pekerjaan yang diterapkan oleh pengaturan perundang-
undangan.Tunjangan Kinerja dibayarkan sesuai pencapain kerja.Sedangkan tunjangan
kemahalan dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan bedasarkan indeks harga

yang berlaku didaerah masing-masing.Penyerderhanaan penggajian ini sebenarnya

*lbnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-sani,
2005), VI1/398, hadis nomor 1980.



bermuara pada pola penggajian tunggal atau single salary system.Konsep single
salary pegawai hanya menerima satu jenis pengahasilan yang merupakan gabungan
berbagai komponen penghasilan.*

Namun pemberian kompensasi tidak lepas dari tingkat kedisiplinan para
pegawai untuk lebih giat dalam melaksanakan pekerjaannya.Kedisipllinan adalah
salah satu faktor apakah pegawai tersebut pantas mendapatkan kenaikan gaji atau
tidak. Disiplin adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan tingkah laku
seseorang kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap
peraturan, ketentuan, etika, norma dan kaidah yang berlaku.

Dalam Islam, Al-Qur’an menjelaskan tentang disiplin, dalam surah An-Nisa
ayat 59 tersebut perintah disiplin dalam arti taat dalam bekerja adalah suatu
kewajiban yang harus dipenuhi dan tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

Di dalam Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

sa.,
|

AT [P PR AT ,M;tgjljfwﬁ.nub(%—ags 2553 3 1T 5215

PRIy > S IR B N
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan
Ulil Amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,
maka kembalikanlah dia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
Di dalam Al-Quran Allah sudah menegaskan tentang imbalan pemberian
kompensasi didalam surah At-Taubah ayat 105, yang berbunyi :

*Muh. Kadarisman, Manajemen Aparatur Sipil Negara, (Depok: Rajagrafino, 2018), him.
201-202

*Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama R, (Jakarta:Karya Insan Indonesia,
2004),him. 378.



do
i‘.,’ ) Ve ﬁ‘,"’/’ & - - 22 g/:\//‘/ _ 517‘..’/4. - 2 - s "’f 2
&)‘M‘LSMZ»WMJ);))O}%}:J‘) /'UJN)JWE«”J‘?WD@LQﬁﬁ

Artinya:Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan
kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-
Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan.

Urgensi penggajian pegawai dalam meningkatkan disiplin terutama pegawai
negeri adalah termasuk kekhususan bahasan dalam penelitian ini, karena kompensasi
langsung berupa penghargaan/ganjaran yang disebut gaji yang khusus diterimakan
kepada kalangan pegawai negeri, yang dibayar secara tetap berdasarkan tenggang
waktu yang tetap.Gaji disini adalah sebagai pembayaran dalam bentuk uang secara
tunai atau berupa natural yang diperoleh pegawai untuk pelaksanaan pekerjaannya.

Dalam pengamatan sementara penulis di objek penelitian,bahwa kedisiplin
pegawai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten Asahan masih
belum optimal, contohnyasetiap harinya ada 5 orang pegawai yang keluar di saat jam
kerja, bahkan tidak datang pada hari aktif kerja tanpa alasan yang jelas. Hal ini yang
membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Urgensi
Pemberian Kompensasi Dalam Meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil Negara
(ASN) di Kementerian Agama Kabupaten Asahan.”

B. Rumusan Masalah.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses pemberian kompensasi dalam meningkatkan disiplin Aparatur

Sipil Negara (ASN) di Kementerian Agama Kabupaten Asahan ?



2. Apa saja bentuk-bentuk pemberian kompensasi dalam
meningkatandisiplinAparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Agama
Kabupaten Asahan ?

3. Apa saja hambatan-hambatan dalam pemberian kompensasi untuk meningkatkan
disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Asahan
dan bagaimana solusinya ?

C. Batasan Istilah

Untuk memberikan gambaran dan menghindari perbedaan penafsiran maupun
persepsi dalam memahami judul proposal ini, maka penulis akan menjelaskan
beberapa batasan arti dalam (istilah-istilah yang terkandung dalam judul tersebut).

1. Urgensi adalah suatu keharusan yang mendesak; hal yang sangat penting;
pentingnya sesuatu.®

2. Pemberian adalah proses, cara, perbuatan yang melalui pemberian.’

3. Kompensasi adalah semua bentuk pembayaran yang diberikan kepada pegawai
dalam bentuk pembayaran langsung (dalam bentuk uang) tidak langsung (dalam
bentuk tunjangan dan insentif).?

4. Meningkatkan adalah menaikkan (derajat taraf, dsb), mempertinggi.’

®Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),
him. 1597.

"Ibid., him. 185.

8Asri Laksmi Riani, Manajemen Sumber Daya Manusia Masa Kini, (Yogyakarta: Graha limu,
2013), cet. 1, him. 113.

°Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),
him. 1529.



5. Disiplin adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan
dari organisasi baik tertulis maupun tidak tertulis.™

6. Apratur Sipil Negara (ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintahan dengan perjanjian kerja yang di angkat oleh pejabat pembina
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi
tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.™

7. Kementerian Agama adalah kementerian yang bertugas untuk menyelenggarakan
fungsi pemerintahan dan pembimbingan dan pengelolaan fungsi administratif dari
kegiatan di Indonesia.*? Didalam penelitian ini penulis meneliti di Kementerian
Agama Kabupaten Asahan.

D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pemberian kompensasi Aparatur Sipil Negara
(ASN)dalam meningkatan disiplindi Kementerian Agama Kabupaten Asahan.

2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pemberian kompensasiAparatur Sipil Negara
(ASN) dalam meningkatkan disiplin di Kementerian AgamaKabupaten Asahan.

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pemberian  kompensasi dalam
meningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Agama

Kabupaten Asahan dan bagaimana solusinya.

'°Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2009), him.89.

"Tim Relaksi Laksana, Himpunan Peraturan Tentang ASN dan Manajemen PNS,
(Yogyakara: Laksana, 2019), cet, 1. him. 9

YHttp://www.kemenag.go.id/ Kamis, 10 April 2019, Pukul: 21.00
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E. Kegunaan atau Manfaat Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:
1. Bagi Akademis
Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman terutama tentang masalah
mengenai bagaimana urgensi pemberian kompensasi dalam meningkatkan disiplin
Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Agama Kabupaten Asahan.
2. Bagi Kementerian Agama Asahan
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai
urgensi pemberian kompensasi dalam meningkatkan disiplin Aparatur Sipil
Negara (ASN), di Kementerian Agama Kabupaten Asahan dan sebagai bahan
rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai Pemberian kompensasi.
3. Bagi Praktisi.
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi
Kementerian Agama Kabupaten Asahan.
F. Sistematika Pembahasan
Penelitian ini terdiri dari V bab dengan beberapa sub bab yang erat kaitannya
antar satu bab dengan bab lainnya. Untuk lebih jelas, berikut ini akan diuraikan
sistematika pembahasan sebagai berikut :
Bab | pendahuluan terdiridari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,

Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.



Bab Il kajian pustaka terdiridari :Konsep Pemberian Kompensasi,Konsep
Disiplin, dan Aparatur Sipil Negara.

Bab 111 metodologi penelitian terdiri dari : jenis penelitian. Lokasi Penelitian,
Informan Penelitia, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknis Analisi Data,

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari : Latar Belakang
Kementerian Agama Kabupaten Asahan, Proses Pemberian Kompensasi, Bentuk-
Bentuk Kompensasi, Hambatan dan Solusi.

Bab V penutup terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.



BAB I
LANDASAN TEORI
A. Kompensasi

1. Pengertian Pemberian Kompensasi

Kompensasi secara istilah terkait dengan imbalan finansial yang diberikan
kepada pegawai yang terhubung dengan lembaga tertentu.Secara umum, Kompensasi
adalah semua bentuk pembayaran yang diberikan kepada pegawai dalam bentuk
pembayaran langsung (dalam bentuk uang) atau tidak langsung (dalam bentuk
tunjangan dan insentif).Pemberian kompensasi merupakan salah satu bagian penting
dari dari sebuah instansi.

Saat ini sistem kompensasi telah menjadi sangat kompleks.Biaya kompensasi
menjadi perhatian besar organisasi karena kerja membutuhkan biaya cukup
besar.*Pada prinsipnya, pemberian kompensasi itu merupakan hasil balas jasa bagi
pegawai terhadap kinerjanya. Namun dalam hal ini terkandung pula pengertian bahwa
pegawai telah memberikan segala kemampuan kerjanya kepada lembaga, maka
lembaga sewajarnya mengahargai jerih payah pegawainya itu dengan cara memberi
balas jasa yang setimpal kepadanya.**

Menurut Samsudin Sadili didalam buku R. Supomo dan Eti Nurhayati,
kompensasi mengandung arti yang lebih luas daripada upah dan gaji.Upah atau gaji
lebih menekankan pada balas jasa yang bersifat finansial, sedangkan kompensasi

mencakup balas jasa yang sifatnya nonfinansial pula.

BAsri, Manajemen,him.113.
YEdy, Manajemen, him. 181-182.
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Pemberian kompensasi dapat meningkatkan prestasi kerja dan motivasi
pegawai dan juga dapat mendatangkan kepuasan kerja mereka.Oleh karena itu,
perhatian suatu organisasi terhadap pengaturan kompensasi secara rasional dan adil
sangat diperlukan. Bila suatu organisasi memberikan kompensasi tidak dilandasi
dengan rasa adil, akan berdampak negatif bagi organisasi itu sendiri.

Pengertian kompensasi menurut beberapa ahli di dalam buku R. Supomo dan
Eti Nurhayati yaitu sebagai berikut :

a. Menurut Sedermayanti didalam buku R. Supomo dan Eti Nurhayati menjelaskan
bahwa kompensasi segala sesuatu yang di terima oleh karyawan sebagai balas
jasa kerja mereka.

b. Menurut Ardana didalam buku R. Supomo dan Eti Nurhayati menejelaskan
bahawa kompensasi segala sesuatu yang di terima oleh pegawai sebagai balas jasa
kontribusinya kepada organisasi.

c. Lebih lanjut,Malayu S.P Hasibuan didalam buku R. Supomo dan Eti Nurhayati
menjelaskan bahwa kompensasi adalah semua pendapatan yang berbenuk uang,
barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan
atau jasa yang diberikan kepada organisasi.

Setelah memperhatikan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa

yang dimaksud kompensasi adalah penghargaan dari suatu organisasi atas jerih payah
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seorang pegawai, baik berupa tenaga, pikiran, dan emosi yang diberikan kepada
instansi.’

Gaji adalah hak pegawai atau pekerja atas pekerjaan yang diberikan oleh
instansi atau lembaga, dan memberi gaji.Lembaga tidak boleh menunda gaji pegawai
melebihi waktu yang semestinya harus diserahkan, yaitu setelah pekerjaannya selesai,
atau di hari terakhir waktu pekerjaannya.Jika kesepakatannya dengan sistem bulanan,
maka gaji pegawai harus diberikan di tiap akhir bulan dia bekerja.Mengakhirkan
waktu penyerahan gaji tanpa alasan yang dibenarkan syariat termasuk tindakan zalim.

Adapun beberapa sistem pembayaran kompensasi yang umum diterapkan adalah
sebagai berikut :
a. Sistem Waktu

Dalam sistem waktu, besarnya kompensasi (gaji), diterapkan berdasarkan
standart waktu seperti jam, minggu, atau bulan.Administrasi pengupahan sistem
waktu relatif mudah serta dapat diterapkan kepada pegawai tetap ataupun pekerja
harian.Sistem waktu biasanya ditetapkan jika prestasi keja sulit diukur perunitnya dan
bagi pegawai tetap kompensasinya dibayar atau sistem waktu secara periodik setiap
bulannya.Besar kompensasi sistem waktu hanya didasarkan kepada lamanya bekerja
bukan dikaitkan kepada prestasi kerjanya. Kebaikan sistem waktu ialah administasi

penggajian yang mudah dan besarnya kompensasi yang akan dibayarkan tetap.

R, Supomo dan Eti Nurhayati, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: Yrama
Widya, 2018), Cet 1, him. 96-97.
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Kelemahan sistem waktu ialah pekerja yang malas pun kompensasinya tetap dibayar

sebesarnya perjanjian.'®

b. Sistem Hasil (Output)

Dalam sistem hasil, besarnya kompensasi/gaji ditetapkan atas kesatuan unit
yang dihasilkan pekerja.Kebaikan sistem hasil memberikan kesempatan kepada
pegawai yang bekerja bersungguh-sungguh serta berprestasi baik akan memperoleh
balas jasa yang lebih besar. Jadi prinsip keadilan betul-betul ditetapkan

Pimpinan juga perlu memperhatikan jangan sampai pegawai memaksa dirinya
untuk bekerja diluar kemampuannya sehinggah kurang memperhatikan
keselamatannya.'’

2. Fungsi-fungsi Pemberian Kompensasi

Menurut  Samsudin  Sadili didalam buku R. Supomo dan Eti
Nurhayatimenjelaskan bahwa organisasi atau instansi memberikan fungsi kompensasi
adalah dalam rangka sebagai berikut :

a. Pengalokasian sumber daya manusia secara efesien. Fungsi ini menunjukkan
pemberian kompensasi pada pegawai yang berprestasi sehingga mendorong
mereka untuk bekerja lebih baik lagi.

b. Penggunaan sumber daya manusia secara lebih efesien dan efektif. Pemberian

kompensasi kepada pegawai mengandung implikasi bahwa organisasi akan

®Malayu, Manajemen,him. 124.

Soekidjo Notoatmodjo, Pengembangan Sumber Daya Manusia,(Jakarta: Rineka Cipta,
2015), him. 143.
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menggunakan tenagannya (pegawai/karyawan) dengan efesien dan seefektif
mungkin.

c. Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian kompensasi
dapat membantu stabilitas organisasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi
secara keseluruhan.'®

3. Tujuan Pemberian Kompensasi

Suatu kegiatan yang dilakukan biasanya ada tujuan yang ingin dicapai, atau
minimal kegiatan tersebut diusahakan mengarah/mendekati hal yang ingin
dicapai.’*Tujuan orang bekerja adalah agar dia dapat hidup dari hasil kerjanya.

Mereka mau berkerja dikarenakan mereka merasa bahwa dengan bekerja ia akan

mendapatkan kompensasi sebagai sumber rezeki untuk menghidupi dirinya beserta

anak istrinya. Pemberian kompensasi yang layak bukan saja memengaruhi kondisi
materi para pegawai, tetapi juga dapat menentramkan batin pegawai untuk bekerja
lebih tekun dan mempunyai inisiatif. Sebaliknya pemberin kompensasi yang tidak
layak akan meresahkan kerja, sehingga prestasi kerja akan merosot. Oleh karena itu,
untuk meningkatkan prestasi kerja lembaga harus memberikan kompensasi yang
layak kepada pegawai sesuai dengan kemampuan lembaga sendiri.

Dengan adanya pemberian kompensasi, maka kehidupan dan status

pegawaiakan lebih terjamin di tengah-tengah masyarakat sehingga yang bersangkutan

18R, Supomo dan Eti Nurhayati, Manajemen,hlm. 98.
¥Edy, Manajemen,hlm. 188.
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merasa bahagia diperhatikan.?® Berikut ini tujuan organisasi memberikan kompensasi

pada pegawai :

a. Mendapatkan pegawai yang berkualitas.
Organisasi saling bersaing dipasar tenaga kerja untuk mendapatkan pegawai yang
berkualitas dan memenuhi standart yang diminta organisasi. Oleh karena itu,
untuk menarik calon pegawai masuk dalam organisasi, organisasi harus
merangsang calon-calon pelamar dengan tingkat kompensasi yang cukup
kompetitif dengan tingkat kompensasi organisasi lain.

b. Mempertahankan pegawai yang sudah ada.
Dengan adanya kompensasi yang kompetitif, organisasi dapat mempertahankan
pegawai yang potensial dan berkualitas untuk tetap bekerja. Hal ini untuk
mencegah tingkat perputaran pegawai oleh organisasi lain dengan iming-iming
gaji yang tinggi.

c. Adanya keadilan.
Adanya administrasi kompensasi menjamin terpenuhinya rasa keadilan pada
hubungan antara pimpinan dan pegawai. Dengan pengikatan pekerjaan, sebagai
balas jasa organisasi atas apa yang sudah diabdikan pegawai pada organisasi,

maka keadilan dalam pemberian kompensasi mutlak dipertimbangkan.

Dbid., him. 189.
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d. Perubahan sikap dan perilaku.
Adanya kompensasi yang layak dan adil bagi pegawai hendaknya dapat
memperbaiki sikap dan prilaku yang tidak menguntungkan serta mempengaruhi
produktivitas kerja.Perubahan-perubahan sikap dan prilaku ini tercermin dari rasa
tanggung jawab, pengalaman kesetiaan pada perusahaan, serta motivasi dan
prestasi yang meningkat dalam bekerja.

e. Efesiensi biaya.
Program kompensasi yang rasional membantu organisasi untuk mendapatkan dan
mempertahankan sumber daya manusia pada tingkat biaya yang layak.Dengan
upah yang kompetitif, organisasi dapat memperoleh keseimbangan dari etos kerja
pegawai yang meningkat.

f.  Administrasi legalitas.
Dalam administasi kompensasi juga terdapat batasan legalitas karena diatur oleh
pemerintah dalam sebuah undang-undang.Tujuannya agar organisasi tidak
sewenang-wenangnya memperlakukan pegawai sebagai aset lembaga.”*

Ada pun menurut Samsudin Sadilididalam buku R. Supomo dan Eti Nurhayati
bahwa organisasi atau instansi dalam rangka memberkan balas jasa atau kompensasi
memliki tujuan sebagai berikut:

a. Pemenuhan kebutuhan ekonomi. Pegawai menerima kompensasi berupah upah,

gaji, atau bentuk lainnya adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya

?'lke Kusdyah Rachmawati, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Andi Offset,
2008), him. 144-145.
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sehari-hari atau dengan kata lain kebutuhan ekonomi. Dengan adanya kepastian
menerima gaji secara periodik, berarti pula ada kata jaminan bagi dirinya dan
keluarganya yang menjadi tanggungannya.

Meningkatkan produktivitas kerja. Pemberian kompensasi yang semakin baik
akan mendorong pegawai bekerja secara produktif.

Memajukan orgaanisasi ataulembaga . Semakin berani suatu lembaga atau
organisai memberikan kompensasi yang tinggi, semakin menunjukkan betapa
makin suksesnya suatu lembaga, sebab pemberian kompensasi yang tinggi hanya
muungkin apabila pendapatan lembaga yang digunakan makin besar.

Menciptakan keseimbangan dan keadilan. Hal ini berarti bahwa pemberian
kompensasi berhubungan persyaratan yang harus depenuhi oleh pegawai pada
jabatan sehingga terciptanya kesimbangan antara input dan output.?®

Pemberian kompensasi dalam suatu organisasi harus diatur sedemikian rupa

sehingga merupakan sistem yang baik dalam organisasi. Dengan sistem yang bauk ini

akan dicapai tujuan-tujuan, antara lain sebagai berikut :

a.

Menghargai Prestasi Kerja

Dengan pemberian kompensasi yang memadai adalah suaru penghargaan
organisasi terhdap prestasi kerja para pegawai. Selanjutnya akan mendorong
prilaku-prilaku atau performancepegawai sesuai dengan yang diinginkan

organisasi.

?2R. Supomo dan Eti Nurhayat, Manajemen,him. 97-98.
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b. Menjamin Keadilan
Dengan adanya sistem kompensasi yang baik akan menjami terjadinya keadilan di
atara pegawai dalam organisasi. Masing-masing pegawaiakan memperoleh
imbalan yang sesuai dengan tugas, fungsi, jabatan, dan prestasi kerjanya.
c. Mempertahankan pegawai
Dengan sistem kompensasi yang baik, para pegawaiakan betah atau bertahan
bekerja pada organisasi itu. Hal ini berarti mencegah keluarnya pegawai dari
organisasi itu untuk mencari pekerjaan yang lebih baik.
d. Memperolehpegawai yang Bermutu
Dengan sistem kompensasi yang baik akan menarik lebih banyak calon pegawai.
e. Memenuhi Peraturan-Peraturan
Sistem administrasi kompensasi yang baik merupakan tuntunan dari pemerintah
(hukum).Suatu organisasi yang baik dituntut adanya sistem administrasi
kompensasi yang baik pula.?®
4. Jenis-jenis Pemberian Kompensasi
Banyak pendapat yang menyatakan tentang jenis-jenis atau komponen
kompensasi yang diterima oleh pegawai.Dari berbagai pendapat tersebut maka
kompensasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kompensasi langsung dan

kompensasi tidak langsung.

30ekidjo, Pengembangan, him. 144.
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a. Kompensasi langsung.

Kompensasi langsung merupakan imbalan yang diberikan kepada pegawai

selama pegawai itu masih aktif melaksanakan tugas atau pekerja dalam suatu

organisasi aatau perusahaan. Kompensasi langsung dapat dibedakan menjadi dua

macam, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi nonfinansial.Berikut ini

kompensasi finansia

1)

2)

3)

|.24

Menurut Rivai dalam buku M. kadarisman, gaji adalah balas jasa dalam bentuk
uang yang diterima pegawai sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai seorang
pegawai yang memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan organsasi.?

Gaji adalah hak yang diterima dan dinyatakan daam bentuk uang sebagai imbalan
dari lembaga atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayar
dibuat suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan,
termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan/jasa
yang telah atau dilakukan .%

Tunjangan merupakan kompensasi yang diberikan kepada pegawai tertentu
sebagai imbalan atau pengorbanannya sebagai tuntunan pekerjaan yang melebihi
pegawailain, baik pikiran, tenaga, dan psikologis. Tunjangan ini terdiri dari

tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan istri, dan tunjangan anak.

318.

*Suparyadi, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Andi, 2015), him. 272.
M. Kadarisman, Manajemen Kompensasi, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), cet 1, him.

®Asri, Manajemen,hlm. 113.
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4) Insentif merupakan imbalan finansial yang diberikan secara langsung kepada
pegawai yang Kkinerjanya melebihi standart yang ditentukan. Insentif juga
diberikan kepada pegawai yang melaksanakan pekerjaan dengan potensi risiko
yang cukup tinggi.

Sedangkan kompensasi nonfinasial merupakan imbalan dalam bentuk fasilitas
yang diberikan kepada pegawai selama mereka aktif melaksanakan tugas atau
pekerjaan dalam organisasi. Kompensasi nonfinansial diberikan sebagai imbalan
kepada pegawai tertentu atau seluruh pegawai, seperti mobil atau bus dinas,
perumahan atau mess, balai kesehatan perusahaan atau asuransi tenaga kerja, atau
saham.

b. Kompensasi tidak langsung

Kompensasi tidak langsung merupakan imbalan yang diberikan kepada
pegawai yang sudah mengakhiri masa baktinya diperusahaan atau diorganisasi karena
pensiun atau meninggal dunia, sebagai penghargaan atau jasa-jasa pegawai tersebut
selama mengabdi di organisasi atau perusahaan. Kompensasi tidak langsung dapat
dibedakan dua macam, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi nonfinansial.
Berikut ini kompensasi finasial secara tidak langsung :

1) Pensiun penuh , kompensasi finansial tidak langsung yang berupa uang pensiun
diberikan kepada pegawai yang diberhentikan dari pekerjaannya karena telah
mencapai batas usia pensiun maksimum. Uang pensiun ini biasanya diberikan

sampai pegawai yang bersangkutan meninggal dunia.
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2) Pensiun dini, kompensasi finansial tidak langsung yang diberikan kepada mereka
yang pensiun dini dengan masa kerja minimal tertentu. Jumlahnya lebih kecil
daripada kompensasi yang diberikan kepada mereka yang pensiun lebih.

3) Pesangon merupakan kompensasi yang diberikan kepada pegawai yang
diberhentikan dari pekerjaannya karena melakukan suatu pelanggaran yang
berdasarkan peraturan yang berlaku dapat dikenai sanksi pemecatan.

4) Pensiun janda/duda diberikan kepada janda/duda dari karyawan/karyawati yang
diberhentikan dari pekerjaan karena meninggal dunia. Besarnya kompensasi
pensiun janda/duda didasarkan pada peraturan pemerintah atau organisasi yang
bersangkutan.

Kompensasi nonfinansial tidak langsung diberikan kepada mereka yang
pensiun atau pensiun dini, yaitu berupa asuransi kesehatan.?’Selain kompensasi
langsung (misalnya gaji pokok, organisasi menyediakan pegawai dengan
kompensasi tidak langsung, juga dikenal sebagai manfaat.Penggunaan manfaat dapat
dilihat sebagai pendekatan strategis yang memungkinkan organisasi untuk merekrut
dan mempertahankan bakat yang sangat terampil dan meningkatkan komitmen
pegawai. Manfaat adalah bagian dari keseluruhan program kompensasi organisasi

dan dipandang sebagai cara untuk mempromosikan organisasi dan dipandang

?’Suparyadi, Manajemen, him. 273-274.
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sebagai cara untuk mempromosikan keamanan finansial dan ksehjateraan secara
keseluruhan.?®
5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besarnya Pemberian Kompensasi
Besar kecilnya pemberian kompensasi tidak mungkin dapat ditentukan begitu
saja, tanpa mengantisipasi perkembangan keadaan sekitar yang mengelilingi gerak
lembaga. Penetapan kompensasi yang hanya bedasar keinginan sepihak perusahaan
saja tanpa didasarkan pada perhitungan-perhitungan yang rasional dan bisa
dipertanggungjawaban secara yuridis akan sulit diterapkan dalam jangkah panjang.
Faktor-faktornya adalah :
a. Tingkat biaya hidup
Kompensasi yang diterima seorangpegawai baru mempunyai arti bila dapat
digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisik minimum (KFM). Kebutuhan fisik
minimum pegawai yang tinggal dikota besar akan jauh berbeda dengan kebutuhan
fisik minimum bagi pegawai yang tinggal dikota kecil.
b. Tingkat kompensasi yang berlaku di Lembaga lain
Informasi tentang kompensasi yang berlaku diperusahaan lain untuk kegiatan yang
sama cepat diketahui. Jika tingkat kompensasi yang diberikan kepada lembaga
lebih rendah dari yang diberikan oleh lembaga lain untuk pekerja yang sama, maka
akan dapat menimbulkan rasa tidak puasa dikalangan pegawai, yang dapat

berakhir dengan banyaknya tenaga potensial meninggalkan lembaga. Jika tingkat

%M. Liga Suryadana, Pengelolaan SDM Berbasis Kinerja, (Bandung: Alfabeta, 2015),
him.131-132.
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kompensasi terlalu tinggi, juga membawa dampak buruk, karena lembaga seolah-
olah lembaga menutup mata terhadap tingkat kompensasi rata-rata yang berlaku.

. Tingkat Kemampuan Lembaga

lembaga yang memiliki kemampuan tinggi akan dapat membayar tingkat
kompensasi yang tinggi pula bagi para pegawai. Lembaga yang tidak mampu tentu
tidak mungkin dapat membayar tingkat kompensasi yang diharapkan para
pegawai.Lembaga yang bijaksana harus selalu menginformasikan kepada seluruh
pegawai tentang tingkat Kinerja lembaga dari waktu ke waktu.

. Jenis Pekerjaan dan Besar Kecilnya Tanggung Jawab

Jenis pekerjaan biasanya akan menentukan besar kecilnya tanggung jawab para
pegawai. Pegawai yang mempunyai kadar pekerjaan yang lebih sukar dan dengan
tanggung jawab yang lebih besar pula. Pekerjaan yang sifatnya tidak begitu sulit
dan kurang memerlukan tenaga dan pikiran, akan mendapatkan imbalan
kompensasi yang lebih rendah.

. Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Suatu lembagaakan selalu terikat pada kebijaksanaan dan peraturan yang
dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk juga tingkat kompensasi yang diberikan

kepada para pegawai.
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f. Peran Serikat Buruh/Serikta Pekerja
Para pegawaiakan merasakan terjamin kaepentingannya, bila keberadaan serikat
pekerja itu benar-benar terasa turut memperjuangkan kepentingan dan tidak hanya
sebagai tameng penjaga kepentingan lembaga.?®

g. Produktivitas
Organisasi apapun berkeinginan untuk memperoleh keuntungan.Keuntungan ini
dapat berupa material, maupun keuntungan non-material.Untuk itu maka
organisasi harus mempertimbangkan Kkinerja pegawai dalam kontribusinya
terhadap keuntungan organisasi tersebut. Dari itu organisasi tidak akan membayar
atau memberikan kompensasi melebihi kontribusi pegawai kepada organisasi
melalu kinerja mereka.*

h. Posisi Jabatan pegawai
Pegawai Yyang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima gaji/kompensasi
lebih besar. Sebaliknya pegawai yang akan menduduki jabatan yang lebih rendah
akan memperoleh gaji/kompensasi yang kcil. Hal ini wajar karena seseorang yang
mendapatkan gaji/kompensasi yang lebih besar pula.

i. Pendidikan dan Pengalaman Kerja
Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama maka gaji/balas

jasanya akan semaki besar, karena kecakapan serta keterampilannya lebih baik.

B Arif Yusuf Hamali, Pemahaman manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Center
For Academic Publishing Service, 2016), him. 85-87.
%050ekidjo, Pengembangan, him. 144.
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Sebaliknya, pegawai yang berpendidikan rendah dan pengalaman kerja yang
kurang maka tingkat gaji/kompensasinya kecil.

j. Kondisi Perekonomian Nasional
Apabila kondisi perekonomian nasional sedang maju maka tingkat
upah/kompensasi akan semakin besar, karena akan mendekati kondisi full
employment.

k. Jenis dan Sifat Pekerjaan
Kalau jenis dan sifat pekerjaan yang sulit dan mempunyai risiko (finansial,
keselamatan) yang besar maka tingkat upah/balas jasanya semakin besar karena
membutuhkan kecakapan serta ketelitian untuk mengerjakannya.Tetapi jika jenis
dan sifat pekerjaannya mudah dan risiko (fiansial, kecelakaannya) kecil, tingkat
upah/balas jasanya relatif rendah.

Kesimpulan dari diatas adalah banyak faktor yang dapat memperngaruhi
bear/kecilnya tingkat upah/kompensasi. Hal ini perlu medapat perhatian supaya
prinsip pengupahan adil dan layak lebih baik dan kepuasan kerja sama tercapai.*

6. Langkah-langkah Penentuan Gaji atau Kompensasi

Dalam penentuan gaji atau kompensasi, hendaknya lembaga melakukannya
dengan seadil mungkin dan secermat mungkin.Hal ini dilakukan untuk menghindari
mismanajemen.Terdapat dua metode yang cukup baik dalam penetapan kompensasi,

yaitu dengan perhitungan waktu dan jumlah produksi.

$'Malayu, Manajemen,him. 128-129.
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Upah berdasarkan waktu berarti jumlah waktu seorang pekerja berada di kantor,
cara inilah yang umum dipakai pada saat ini.
Jumlah produksi artinya seorang pegawai digaji bedasarkan kinerja yang baik.*

Salah satu aspek yang sangat penting dalam hal ini adalah jumlah gaji yang

diterima pegawai harus memiliki internal equity dan external equity. Internal equity

adalah jumlah yang diperoleh sesuai dengan input yang diberikan dibandingkan

dengan pekerjaan yang sama dalam organisasi. External quety adalah jumlah yang

diterima dipresepsi sesuai dengan jumlah yang diteria dibandingkan dengan yang

diterima dalam pekerjaan yang sejenis yang diluar organisasi. Oleh karena itu, untuk

mengusahakan adanya equity dalam menentukan gaji organisasi dapat melakukan

langkah-langkah berikut :

a.

Analisis jabatan/tugas

Analisis jabatan sebagaimanatelah dijelaskan merupakan kegiatan untuk mencari
informasi tentang tugas-tugas yang dilakukan dengan persyaratan yang
diperlukan dalam melaksanakan tugas tersebut supaya berhasil untuk
mengembangkan uraian tugas, spesifikasi tugas, dan standart untuk Kkerja.
Kegiatan ini perlu dilakukan sebagai landasan untuk mengevaluasi jabatan.
Evaluasi jabatan/tugas

Evaluasi jabatan adalah proses sistematis untuk menentukan nilai relatif dari

suatu pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan lain. Proses ini adalah untuk

%R. Supomo, dan Eti Nurhayati, Manajemen,hlm. 101.
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mengusahakan tercapainya internal equity dalam pekerjaan sebagaimana unsur
yang sangat penting dalam penentuan tingkat gaji.*
7. Kebijaksanaan Pemberian Kompensasi

Kebijaksanaan kompensasi, baik besarnya, susunannya, maupun waktu
pembayarannya dapat mendorong gairah kerja dan keinginan pegawai untuk
mencapai pretasi kerja yang optimal sehinggah mambantu terwujudnya sasaran
lembaga.Besarnya kompensasi harus ditetapkan berdasarkan analisis pekerjaan,
uraian, pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, posisi jabatan, konsistensi eksternal, serta
berpedoman kepada keadilan dan undang-undang perburuhan. Dengan kebijaksanaan
ini, diharapkan akan terbina kerja sama yang sama serasi dan memberikan kepuasan
kepada semua pihak.

Susunan kompensasi yang ditetapkan dengan baik akan memberikan motivasi
kerja bagi pegawai. kompensasi kita ketahui terdiri dari kompensasi langsung
(gaji/upah/upah insentif) dan kompensasi tidak langsung (kesehjateraan karyawan)
Jika perbandingan kedua kompensasi ditetapkan sedemikian rupa maka kehadiran
pegawai akan lebih baik.

8. Waktu Pembayaran Kompensasi

Artinya kompensasi harus dibayar tepat pada waktunya, jangan sampai terjadi

penundaan, supaya kepercayaan pegawai terhadap bonafiditas lembagasemakin besar,

ketenangan, dan konsentrasi kerja akan lebih baik. Jika pembayaran kompensasi tidak

%|ke Kudyah Rachamawati, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Andi Offset,
2008), him. 147.
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tepat pada waktunya akan mengakibatkan disiplin, moral, girah kerja pegawai
menurun, bahkan turnover pegawai semakin besar. Pemimpin harus memahami
bahwa balas jasa akan dipergunakan pegawai beserta keluarganya untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhannya, dimana kebutuhan itu tidak dapat ditunda, misalnya makan.
Kebijaksanaan waktu pembayaran kompensasi hendaknya berpedoman daripada
menunda lebih baik mempercepat dan menetapkan waktu paling tepat.

Kesimpulan bahwa waktu pembayaran kompensasi yang tepat akan
memberikan dampak postif bagi pegawai dan lembaga bersangkutan. Jadi,
kebijaksanaan kompensasi harus diprogram dengan baik dan di informasikan secara
jelas kepada pegawai supaya bermanfaat kepada semua pihak.3*

B. Konsep Disiplin
1. Pengertian Disiplin

Pengertian disiplin dapat dikonotasikan suatu hukuman, meskipun arti yang
sesungguhnya tidaklah demikian. Disiplin berasal dari bahasa latin “discipina” yang
berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat.
Jadi sifat disiplin berkaitan dengan pengembangan sikap yang layak terhadap
pekerjaan.*Salah satu aspek hubungan internal pegawai atau karyawan adalah
tindakan disiplin. Tindakan disiplin (disciplinary action) menegakkan sanksi apabila

ia melanggar tugas yang diberikan.®*Disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan

%*Malayu, Manajemen, him. 123-125.

% |.G. Wursanto, Manajemen Kepagawaian, (Yogyakarta:Kenisisus, 1989), him. 108.

% Mondy, R Wayne, Manajemen Sumber Daya Manusia, ( Penerbit Erlangga Edisi 10,
Bandung). HIm. 162
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seseorang untuk mematuhi dan menaati norma-norma peraturan yang berlaku di
sekitarnya.®’

Menurut A.S. Moenir mengemukakan bahwa disiplin adalah ketaatan yang
sikapnya impersonal, tidak memakai perasaan dan tidak memakai perhitungan pamrih
atau kepentingan pribadi.*®Kedisplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang
menaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku.

Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi, tanpa disiplin pegawai
yang baik, sulit organisasi untuk mewujudkan tujuannya.Jadi, kedisiplinan adalah
kunci suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.*® Disiplin juga dapat diartikan
sebagai proses latihan pengendalian diri untuk bekerja efektif,efesien,dan produktif.
Tujuan disiplin adalah latihan pengendalian diri untuk meningkatkan prestasi kerja
sehingga tercapai tujuan organisasi.*’

2. Indikator-Indikator Disiplin
Pada dasarnya banyak indikator yang mempengaruhi tingkat disiplin pegawai

dalam suatu lembaga, diantaranya sebagai berikut :

¥Singomedjo Markum, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Cet.6 Jakarta: Kencana,2009)
him. 85

%¥A.S.  Moenir,Pendekatan  Manusia dan  Organisasi Terhadap  Pembinaan
Kepegawaian,(Jakarta:Gunung Agung,1983), him. 152.

% Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, him.193-194

“*Darsono dan Siswandoko, Manajemen Sumber Daya Manusia, him. 129
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Tujuan dan Kemampuan

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan pegawai.tujuan
yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang
bagi kemampuan pegawai.

. Teladan Pi mpinan

Teladan pimpinan sangat berperan dalama menentukan kedisiplinan pegawai
karena  kedisiplinan  dijadikan  teladan dan panutan oleh  para
bawahannya.Pimpinan harus memberi contoh yang baik.,jujur, adil, serta sesuai
kata-kata dengan perbuatan.

Balas Jasa

Balas Jasa (Gaji dan Kesejateraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan
karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan pegawai
pekerjaannya.

Keadilan

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, karena ego dan
sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan sama

dengan yang manusia lainnya.

. Waskat

Waskat (pengawasan melekat) adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam

mewujudkan kedisiplinan pegawai.
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Sanksi Hukuman

Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, pegawaiakan semakin takut pulak
melanggar peraturan-peraturan perusahaan, sikap, dan perilaku indispliner
pegawai akan berkurang.

Ketegasan

Ketegasan pimpinan akan melakukan tindakan akan mempengaruhi kedisiplinan
pegawai.

Hubungan kemanusiaan

Hubungan kemanusiaan yang harmonis di antara sesama pegawai ikut menciptkan

kedisiplinan yang baik pada suatu lembaga.**

3. Jenis-Jenis Disiplin

Berikut Jenis jenis disiplin sebagai berikut :

a. Disiplin Preventif

Disiplin preventif merupakan cara untuk menciptakan iklim organisasi yang
kondusif untuk meningkatkan produktivitas kerja. Pekerja perilaku diatur oleh
norma-norma organisasi agar tidak merugikan organisasi ditempat mereka
bekerja.
Syarat-syarat untuk menegakkan disiplin preventif adalah :

1.Pegawai diseleksi dan ditempatkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.Pegawai dididik dan dilatih sebelum ditempatkan pada suatu pekerjaan.

“'Malayu, Manajemen,him 194-198.
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3.Pegawai ditempatkan sesuai kebutuhan dan kemampuannya.
4.Membangun pegawai untuk memiliki sikap positif terhadap pekerjaan yang
akan dikerjakan.
5.Membangun pegawai untuk memiliki keberanian mengeluarkan pendapat
dan memberikan kesempatan kepadanya.
6.Mengevaluasi Kinerja pegawai dan memberikan hasilnya sebagai umpan
baik untuk memperbaiki pola pikir dan perilakunya dalam pekerjaan.
b. Disiplin Positif.
Disiplin positif adalah pembinaan mental pegawai yang Kinerjanya tidak
memaksa.Tujuannya adalah membantu pegawai memperbaiki diri, bukan
memberi sanksi.Pendangan ini didasarkan bahwa pada umumnya bersedia
bertanggung jawab atas pekerjaannya.
Langkah-langkah untuk menegakkan disiplin positif adalah :
1.Rumusan norma-norma kerja yang harus dipatuhi pegawai.
2. Sosialisasikan melalui pendidikan dan latihan norma-norma kerja tersebut.
3.Mengevaluasikan kinerja pegawai dan memberikan hasil kepada pegawai.
4. Membina mental pegawai yang kinerjanya tidak memuaskan pegawai untuk
memonitor perilaku mereka sendiri dan menerima tanggung jawab akibat

yang mereka lakukan.*

*?Darsono dan Tjatjunk Siswandoko, Manajemen, him. 130-132.
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c. Disiplin Progesif
Disiplin progesif adalah intervensi manajemen kepada karyawan yang Kinerjanya
tidak memuaskan organisasi sebelum pegawai yang bersangkutan diberi sanksi
atau diberhentikan.Tujuannya adalah untuk memberhentikan kesempatan pada
MSDM untuk memperbaiki kinerja sebelum terkena hukuman atau
pemberhentian.
Ada 4 tahap yang dilalui untuk penerapan disiplin progresif yaitu :
1. Peringatan secara lisan (verbal warning)
2. Peringatan secara tertulis (written warning)
3. Skorsing (suspension)
4. Pemberhentian (discharge)
Contoh disiplin progresif yaitu :
1. Teguran secara lisan oleh atasan.
2. Teguran tertulis dengan catatan dalam arsip.
3.Skorsing dalam pekerjaan satu sampai tiga hari.**
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disiplin Kerja
Menurut Singodimedjo didalam buku Edy Sutrisno dalam faktor yang

mempengaruhi disiplin kerja adalah :

®Faiz sastrianegara, Pengembangan Manajemen Sumber daya Manusia, (Makassar:Uin
Alauddin, 2013), him. 185
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a. Besar kecilnya pemberian kompensasi
Besar kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi tegaknya disiplin. Bila ia
menerima kompensasi yang memadai, mereka akan dapat bekerja tenang dan
tekun.

b. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam organisasi
Keteladanan pimpinan sangat penting sekal, karena dalam lingkungan organisasi.
Semua pegawai akan selalu memperhaitkan bagaimana pimpinan dapat
menegakkan disiplin dirinya dan bagaimana pimpinan ia dapat mengendalikan
dirinya dari ucapan, perbuatan, dan sikap yang dapat merugikan aturan disiplin
yang sudah ditetapkan.

c. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan
Pembinaan disiplin tidak akan dapat terlaksana dalam perusahaan, bila tidak ada
aturan tertulis yang pasti untuk dapat dijadikan pegangan bersama. Disiplin untuk
mungkin ditegakkan bila peraturan yang diuat hanya berdasarkan intruksi lisan
yang dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasi.

d. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan
Bila seseorang pegawai yang melanggar disiplin, maka perlu ada keberanian
pimpinan untuk menngambil tindakan yang sesuai dengan tingkat pelanggaran
yang dibuatnya.Adanya tindakan terhadap pelanggaran disiplin, sesuai dengan

sanksi yang ada.
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e. Ada tidaknya pengawasan pimpinan
Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh orgaanisasi perlu ada pengawasan,
yang akan mengarahkan para pegawai agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan
tepat dan sesuai ddengan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan maka
sedikit banyak pegawai akan terbiasa melaksanakan displin kerja.
f. Ada tidaknya perhatian kepada para pegawai
Pegawai adalah manusia yang mempunyai perbedaan karakter antar yang satu
dengan lain. Seorang pegawai tidak hanya puas dengan penerimaan kompensasi
yang tinggi, pekerjaan yang menantang, tetapi mereka masih juga butuh perhatian
besar dari pimpinannya sendiri. Keluhan dan kesulitan mereka
juga ingin didengar. Pimpinan yang berhasil memberi perhatian yang besar
kepada para pegawai akan dapat menciptakan disiplin kerja yang baik.
g. Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin.
Kebiasaan-kebiasaan positif antara lain :
1. Saling menghormati, bila ketemu dilingkungan pekerjaan.
2. Melontarkan pujian sesuai dengan tempat dan waktunya.
3. Sering mengikutsertakan pegawai dalam pertemuan-pertemuan, apalagi
pertemuan yang mengenai nasib mereka.
4. Memberi tahu bila ingin meninggalkan tempat pada rekan sekerja, dengan

menginformasikan, kemana dan urusan apa.*

*“Edy, Manajemen,him. 89-93
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5. Pelaksanaan Disiplin Kerja.

Disiplin yang paling baik adalah disiplin diri. Kecenderungan orang normal
adalah melakukan apa yang menjadi kewajibannya dan menepati aturan permainan.
Suatu waktu orang mengerti apa yang dibutuhkann dari mereka, dimana mereka
diharapkan untuk selalu melakukan tugasnya secara efektif dan efesien dengan
senang hati. Kini banyak orang yang mengetahui bahwa kemungkinan yang terdapat
di balik disiplin adalah meningkatkan diri dari kemalasan.

Organisasi yang baik harus berupaya menciptkan peraturan atau tata tertib
yang akan menjadi rambu-rambu yang akan dipenuhi oleh seluruh pegawai dalam
organisasi. Peraturan-peraturan yang akan berkaitan dengan disiplin itu antara lain :

1. Peraturan jam masuk, pulang, dan jam istirahat.
2. Peraturan dasar tentang berpakaian, dan betingkah lak dalam pekerjaan.
3. Peraturan cara-cara melakukan pekerjaan dan berhubungan dengan unit kerja
lain.
4. Peraturan tentang apa yang bolehdan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para
pegawai selama dalam organiasi daan sebagainya.*
C. ASN (Aparatur Sipil Negara)
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN)
Dalam undang-undang yang dimaksud dengan ASN (Aparatur Sipil Negara)

adalah :

“1bid., him.94.
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a. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang
bekerja instansi pemerintah.

b. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

c. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga Negara
Indonesia yang memenuh syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara
tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.*®

Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari Pegawai Negeri yang merupakan
aparatur negera yang dibagi menjadi 2, yaitu :

a. Pegawai Negeri Sipil Pusat
Yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil Pusat sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat
(2) Undang-Undang N. 8 Tahun 1974 adalah :

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen. Lembaga Non Departemen,

“**Tim Relaksi, Himpunan Peraturan Tentang ASN, him. 9.
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kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah-
daerah, dan Kepaniteraan Pengadilan.

2. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada perusahaan Jabatan.

3. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang didasarkan sesuatu peraturan perundang-
undanagan diperbantukan, atau dipekerjakan pada badan lain, seperti lembaga
Umum, Yayasan dan lain-lain.

4. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Daerah
Otonom.

5. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas Negara lainnya.

6. Seperti Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan lain-lain.

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah

Yang dimaksud dengan Pengawai Negeri Sipil daerah adalah Pegawai Negeri

Sipil Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada APBD dan

bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan diluar instansi induknya.Pegawai

Negeri Sipil Pusat dan Daerah yang dipekerjakan diluar instansi induk, gajinya

dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.Disamping itu ada pegawai

tidak tetap, penamaan pegawai tidak tetap mempunyai arti sebagai pegawai luar PNS
dan pegawai lainnya (tenaga kerja).Penerimaan pegawai tidak teta merupakan salah
satu bentuk antisipasi pemerintah terhadap banyaknya kebutuhan pegawai namun

dibatasi oleh APBN/APBD dalam penggajiannya.*’

“Ridwan dan Nurmalita Ayuningtyas Harahap, Hukum Kepegawaian, (Yogyakarta; UlI
Press, 2018), him. 32-33
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2. Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara

Kewajiban Pegawai Negeri adalah segala sesuat yang diwajibkan dilakukan
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Sasatra Djatmika didalam buku
Ridwan dan Nurmalita ayuningtyas, kewajiban Pegawai Negeri dibagi dengan 3
golongan, yaitu :

a. Kewajiban-kewajiban yang ada hubungannya dengan suat jabatan.

b. Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas dan
jabatan, melainkan dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri pada
umsumnya.

c. Kewajiban-kewajiban lain.

Berbicara mengenai hak, maka langkah-langkah yang ditempuh suatu
organisasi adalah bertujuan untuk mempertautkan antara kepentingan pegawai
dengan organisasi.Kepentingan pegawai pada umumnya terbatas pada kepentingan
memperoleh gaji guna memenuhi kebutuhannya dan hal ini pun masih dipengaruhi
oleh kepentingan lainnya berupa keserasian arahan kerja dari pimpinan organisasi,
kesempatan mengembangkan diri sampai dengan adanya jaminan di hari tua
(pensiun).Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 mengatur mengenai hak dan kewajian
dalam BAB VI Hak dan Kewajiban. Pada Pasal 21 disebutkan PNS berhak
memperoleh :

a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
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Cuti;
Jaminan pensiun dan jamnan hari tua;
Perlindungan;

Pengembangan kompetensi.

Kemudian di Pasal 22 disebutkan bahwa PPPK berhak memperoleh :

Gaji dan tunjangan;

Cuti;

Perlindungan; dan

Pengembangan kompetensi.

Adapun mengenai kewajiban Pegawai ASN terdapat pada Pasal 23, yaitu :

Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesai, dan Pemerintah
yang sah;

Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran,
dan tanggung jawab;

Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, prilaku, ucapan, dan

tindakan kepada setiap orang, baik dalam maupun diluar kedinasan;
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g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*®
3. Penggajian, Tunjangan, dan Fasilitas.

Pada Pasal 303 disebutkan :
a. PNS diberikan Gaji, tunjangan, dan fasislitas.
b. Gaji, tunjangan, dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.*®
4. Sistem penggajian Pegawai Negeri

Pasal 7 Undang-Undang No 8 Tahun 1974. Undang- undang Nomor 43 Tahun

1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian menjelaskan bahwa sistem penggajian dapat
dibedakan atas :1). Sistem penggajian skala tunggal; 2) sistem penggajian skala
ganda; 3) sistem penggajian gabungan. Adapun penerapan atas sistem penggajian
skala tunggal adalah memberikan gaji yang sama kepada karyawan yang mempunyai
pangkat sama, tanpa memperhatikan sifat kerjaan yang dilakukan dan berat ringanya
tanggung jawab yang dipikul dalam melaksanakan tugas tersebut. Sedangkan sistem
penggajian skala ganda mempraktikkan pemberian gaji berdasarkan: a) pangkat
karyawan yang bersangkutan; b)sifat pekerjaan yang dilakukan; c) prestasi kerja yang

dicapai; serta d) berat ringannya tanggung jawab yang dipikul. Selanjutnya sistem

**Ibid, him. 36-37.
“Tim Viva Justicia, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, (Yogyakarta; Huta Media,
2018), cet. 11, him. 254.
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penggajian gabungan yaitu merupakan kombinasi dari sistem skala tunggal dan
sistem skala ganda.

Pemberian gaji didasarkan pada syarat-syarat : 1) pegawai yang mempunyai
pangkat sama mendapatkan gaji pokok yang sama; 2) diberikan tunjangan khusus
kepada pegawai yang memikul tanggung jawab yang berat; mencapai prestasi yang
tinggi; dan sifat pekerjaan memerlukan pemusatan pemikiran dan pengerahan tenaga.
Sebagaimana diketahui bahwa susunan kepangkatan Pegawai Negri Sipil Menurut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Undang-undang Nomor Tahun 43 Tahun
1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah terdiri dari (empat ) golongan 1,11,
I, V. Selanjtnya terdapat 17 jenjang kepangkatan, dengan golongan | terdiri dari 4
jenjang; golongan Il tediri dari 4 jenjang; golongan Il terdiri dari 4 jenjang; serta
golongan IV terdiri dari 5 jenjang. Pada dasarnya, bangun gaji seorang pegawai
terdiri dari gaji pokok yang sesuai dengan pangkat yang disandang pegawai yang
bersangkutan, serta tunjangan-tunjangan. Sedangkan terkait dengan sistem penggajian
yang diterapkan di Badan Milik Usaha Negara/Badan Usaha Milik Daerah adalah
tidak ada yang sama, karena amat tergantung pada besar kecilnya atau kemampuan
usaha Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang bersangkutan.

5. Tujuan Pemberian Gaji Pegawai Negeri

Terkait bahasan tentang tujuan pemberian gaji ini, Rivai mengemukakan:

“tujuan pemberian gaji adalah :a) ikatan kerja sama; b) kepuasan kerja; c) pengadaan

efektif; d) motivasi; e) stabilitas pegawai; f) disiplin; g) pengaruh serikat buruh; h)
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pengaruh asosiasi usaha sejenis/Kadin; i) pengaruh pemerintah. Berikut adalah tujuan
gaji yang terkait dengan motivasi. Jika gaji yang diberikan cukup besar, maka
manajer/pimpinan akan mudah memotivasi para pegawainya. Begitu pula dengan
stabilitas pegawai, dengan program gaji atas prinsip adil dan layak serta eksternaal
konsistensi yang kompetitif, maka stabilitas pegawai lebih terjamin karena turnover
relatif kecil. Terkait dengan disiplin, bahwa dengan pemberian gaji yang cukup
besar, maka disiplin pegawai semakin baik. Mereka akan menyadari serta menaati
peraturan-peraturan yang berlaku. Begitu pula dengan pengaruh serikat buruh.
Dengan program gaji yang baik, pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan
pegawai akan konsentrasi pada pekerjaannya. Dengan program gaji atas prinsip adil
dan layak serta eksternal konsistensi yang kompetitif, maka stabilitas pegawai lebih
terjamin karena turnover relatif kecil dan perpindahan ke organisasi sejenis dapat
dihindarkan.

Terakhir adalah pemberian kompensasi tersebut terkait dengan pengaruh
pemerintah.Jika program gaji sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka
intervensi pemerintah dapat dihindarkan. Program pemerintah gaji harus ditetapkan
atas asas adil dan layak serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, prinsip
adil dan layak harus mendapatkan perhatian denagan sebaik-sebaiknya supaya gaji
yang akan diberikan merangsang gairah dan kepuasan kerja pegawai.

1. Asas adil. Besarnya gaji yang dibayar kepada setiap pegawai harus disesuaikan

dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, tanggung jawab, jabatan
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pekerjaan, dan memenuhi persyaratan internal konsistensi. Jadi, adil bukan berarti
setiap pegawai menerima gaji yang sama besarnya. Dengan asas adil akan tercipta
suasana kerja sama yang baik, semangat kerja, disiplin, loyalitas, dan stabilitas
pegawai akan lebih baik.

. Asas layak dan wajar. Gaji yang diterima pegawai dapat memenuhi kebutuhannya
pada tingkat normatif yang ideal. Tolak ukur layak adalah relatif, penetapannya
besarnya gaji didasarkan atas batas sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini supaya

semangat kerja dan pegawai yang qualified tidak berhenti dan lain-lain.*

K adarisman, Manajemen Kompensasi, him. 330-341.



BAB Il
METODE PENELTIAN
A. JenisPenelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif
merupakan penelitian bukan eksperimen karena tidak dimaksud kan untuk menguji
hipotesis tertentu.Sedangkan deskriptif adalah salah satu bentuk metode penelitian
yang berfungsi untuk menyajikan gambaran lengkap.Tetapi hanya menggambarkan
“apaadanya” tentang suatu variable, gejala, atau keadaan, memang adakalanya dalam
penelitian mungkin juga membuktikan dugaan tetapi tidak terlalu lazim.Umumnya
bahwa penelitian deskriptif tidak maksudkan untuk menguiji hipotesis.>

Dalam penelitian deskriptif ini untuk menggambarkan tentang “Urgensi
Pemberian Kompensasi Dalam Meningkatkan Disiplin (ASN) Aparatur Sipil Negara
di Kementerian Agama Kabupaten Asahan”. Menurut Sekaran dan Boogie di dalam
buku Indrawati menuliskan penelitian kualitatif adalah penelitian yang melibatkan
analisis data atau inforrmasi yang aslinya bersifat deskriftif dan tidak secara
langsung dapat di kuantifikasikan.>?

B. LokasiPenelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Asahan

tepatnya di Jalan. Turi, Kecamatan Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara

Kode Pos. 212116.

*!Fenti Hikmawati, metologi Penelitian (Depok: Rajawali Pers, 2018), him. 88.
52Indrawati, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Refika Aditama, 2018), cet. 1, him. 2
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C. InformanPenelitian
Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama (Drs. H. Mahmudin Lubis)

2. Koordinator Kepegawaian ( QurrotaAyuni)

3. Staff Keuangan (Nurhalimah Siregar)

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber
data primer dan sumber data skunder.

1. Data primer sumber data yang diperoleh dari individu atau perseorangan seperti
hasil wawancara di dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Agama dan Staf
bagian Kepegawaiannya.

2. Data sekunder penelitian ini ialah di dapatkan dari buku-buku, dokumen-
dokumen, dan artikel-artikel lainnya. Sehinggah menggunakan data sekunder ini
guna memperkuat hasil serta melengkapi informasi yang telah dikumpulkan.

E. TeknikPengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dari lapangan, maka metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah :

1. Observasi, merupakan cara pengumpulan data melalui pengamatan dan
pencatatan gejala yang tampak pada objek penelitian yang pelaksanaanya
langsung pada tempat dimana suatu peristiwa, kejadian atau situasi yang sedang

terjadi. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi non
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partisipan dimana penelitian melakukan pemgamatan tidak terlibat langsung
dalam pelaksanaan aktivitasnya.>®

2. Wawancara, merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk
mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa
wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara
melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara
merupakan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana
pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah
dirancang sebelumnya.>

3. Dokumentasi, merupakan sebagai rekaman suatu peristiwa yang lebih dekat
dengan percakapan dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat
dengan konteks rekaman peristiwa. Dokumentasi di gunakan untuk mendapatkan
data atau informasi mengenai suatu keadaan di kantor Kementerian Agama
Kabupaten Asahan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis
catatan hasil observasi, dokumentasi, interview, dan sebagainya untuk meningkatkan

pemahaman peneitian tentang urgensi pemberian kompensasi dalam meningkatkan

Murni Yusuf, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Gabungan, (Jakarta; Kencana,
2013), him. 384.
*Ibid, him. 372.
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Kualitas Aparatur Negeri Sipil di Kementerian Agama Kabupaten Asahan yang akan
di telitidan di sajikan kepada orang lain sebagai temuan.*

Menurut Suryanto dan Sutina dalam buku Bangong Suyanto dan Sutina,
terdapat 3 teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan.proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian
berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan,
mengarahkan, membuang yang tidakperlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa
sehingga kesimpulan akhir dapat di ambil.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi di susun,

sehinggah akan memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.
3. Penarikan kesimpulan
Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang di gunakan untuk mengambil

tindakan.>®

**Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian llmiah Dasar Metode Teknik, (Bandung: Tarsito,
1985), him. 40.
Bangong Suyanto dan Sutina, metode penelitian social berbagai alternative pendekatan

(Jakarta: Prenada Media Group, 2006), him. 173.



BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Latar Belakang Objek Penelitian
1. Sejarah Singkat Kementerian Agama Kabupaten Asahan

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Drs. H. Mahmudin
Lubis selaku Kasubbag Tata Usaha di Kementerian Agama Kabupaten Asahan
tentang sejarah berdirinya Kementerian Agama di Kabupaten Asahan, beliau
menjelaskan bahwa:

Kementerian Agama adalah suatu departemen perjuangan, kelahirannya tidak
dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa Indonesia
berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan pada
tanggal 17 Agustus 1945, maka berkat usulan dari para Anggota Komite Nasional
Indonesia Pusat, agar urusan yang bersangkutan dengan agama tidak ditangani secara
sambilan maka dipandang perlu dibentuk Kementerian Agama.

Kementerian Agama Kabupaten Asahan di bentuk pada tanggal 19 November
1982 berdomisili di jalan Turi No 04 Kisaran. Berdasarkan PMA No. 1 Tahun 2010
tanggal 28 Januari 2010, Kantor Departemen Agama menjadi Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Asahan. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Asahan

pertama kali menduduki jabatan kantor adalah H. Muhammad Thahir Abdullah.>

Drs. H. Mahmudin Lubis (selaku Kepala Tata Usaha Kementerian Kabupaten Asahan) Hasil
Wawancara (Tanggal 23 September, Pukul 09.00)
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2. Visi dan Misi
Adapun visi dan misi di Kementerian Agama Asahan ini sebagai berikut :
a. Visi
“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Asahan yang taat beragama, rukun,
cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang
berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”
b. Misi
1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi
keagamaan.
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan
akuntabel.
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan
agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
7. Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dan terpecaya.
3. Tugas dan Fungsi Kementerian Agama Kabupaten Asahan
Tugas kementerian agama adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah

Negara. Selain tugas, kemeterian agama mempunyai fungsi berdasarkan ketentuan
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peraturan perundang-undangan (PMA NO 13 Tahun 2013) pasal 5 yaitu : Dalam

melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam pasal 4, kantor wilayah

kementerian agama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a.

Perumusan Visi dan Misi dan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan bimbingan
kehidupan beragama kepada masyarakat dikabupaten.

Pembinaan, pelayanan dan bimbingan masyarakat islam, pelayanan haji dan
umrah, pemngembangan zakat dan wakaf, pendidikan agaa dan keagamaan,
pondok pesantren, pendidikan agama islam pada masyarakat dan pemberdayaan ,
masjid serta urusan agama, pendidikan agama, bimbingan masyarakat Kristen,
Katolik, Hindu serta Budha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Perumusan kebjakan teknis dibidang pengelolaan administrasi dan informasi.
Pembinaan kerukunan umat beragama.

Koordinasian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program, daerah,
instansi, terkait lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian
kabupaten.

Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga

masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten.*®

% Drs. H. Mahmudin Lubis (selaku Kepala Tata Usaha Kementerian Kabupaten Asahan)

Hasil Wawancara (Tanggal 23 September, Pukul 09.00)



52

B. Temuan Penelitian
1. Proses Pemberian Kompensasi Dalam Meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil
Negara (ASN) di Kementerian Agama Asahan

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada lbu Nurhalimah Siregar
selaku Pegawai Keuangan Kementerian Agama Asahan tentang proses pemberian
kompensasi beliau menjelaskan bahwa:
a. Membuat Laporan Kerja

laporan Kkinerja pegawai bulanan yang sudah disetujui oleh atasan langsung
dengan melampirkan rekap laporan bulanan dan dokumen pelaksanaan tugas
sebagaimana seperti diisi dengan bulan berkenaan, diisi nama pegawai yang
bersangkutan, diisi dengan unit kerja pegawai yang bersangkutan, diisi dengan nomor
urut kegiatan, diisi dengan kegiatan/tugas jabatan yang dilakukan, diisi dengan
volume hasil dari kegiatan/tugas jabatan yang bersangkutan, diisi nama atasan
langsung pegawai yang bersangkutan, diisi NIP atasan langsung pegawai yang
bersangkutan. Laporan Kinerja dihitung berdasarkan kelengkapan bukti dokumen
yang disampaikan. Dalam hal beban kerja yang harus diselesaikan melebihi waktu
yang ditentukan, maka beban dan waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada atasan

langsung pegawai yang bersangkutan.
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Menetapkan Grade

Hasil penghitungan tunjangan kinerja pegawai oleh pejabat penghitungan setiap
bulan disampaikan kepada PPABP paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya,
dengan melampirkan:

Keputusan penetapan jabatan sesuai dengan kelas jabatan disampaikan hanya
dalam setahun sekali kecuali terdapat perubahan.

Hasil penghitungan, pemberian, penambahan, dan pengurangan tunjangan Kinerja
pegawai per bulan yang ditandatangani oleh petugas perhitungan.

Laporan Kkinerja bulanan. Apabila tidak dipenuhi maka tidak di proses
penghitungan pembayaran tunjangan kinerja.

Menurut peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi

Birokrasi No 63 Tahun 2011, tentang pedoman penataan sistem tunjangn Kinerja

pegawai negeri, kelas jabatan adalah tingkatan jabatan baik structural maupun

fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan menentukan nilai

tunjangan Kinerja yang diterima, sehingga bisa mewakili salah satu bagian

kompensasi.

Penempatan kelas jabatan bagi PNS disesuaikan dengan jabatannya sebagai

berikut :

1. Eselon | : Kelas Jabatan 15-17

2. Eselon Il : Kelas Jabatan 13-14

3. Eselon Il : Kelas Jabatan 10-12
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4. Jabatan fungsional khusus : Grade 8-13
5. Jabatan fungsional Umum :Grade 1-7
Absensi
Dapat dilihat dari pengaturan jam kerja:
Jam kerja sesuai dengan peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2016 tentang
pemberian, penambahan, dan pengurangan tunjagan Kinerja pegawai pada
Kementerian Agama. Bila diperlukan penyesuaian, maka dengan peraturan
pemerintah daerah tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota setempat.
Kehadiran pegawai fungsional guru dan dosen yang diberi tugas tambahan di luar
instansi induknya, tanggungjawab Kinerja berada di lembaga pendidikan agama
dan keagamaan yang didirikan oleh masyarakat dengan bukti kehadiran pada
satker induk melalui absen elektronik satu kali dalam jam kerja.
Pegawai yang tidak berada di tempat tugas antara waktu masuk kerja dan waktu
pulang kerja sampai dengan 2 (dua) jam kerja tanpa penugasan/izin tertulis dari
atasan langsung dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 2%.
Dalam perauran tersebut dijelaskan bahwa disiplin PNS, diantaranya mengatur
jam kedatangan yaitu jam 07.30, jam istirahat jam 12.00-13.00 dan jam pulang
yaitu jam 16.00. PNS wajib memenuhi jam kerja tersebut, jika tidak memenuhi
peraturan tersebut maka PNS tersebut akan dikenakan sanks pengurangan

tunjangan Kinerja.
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Pencairan Gaji

Kepala Sub Bagian Keuangan menerima data dari Sub Bagian Kepegawaian
berupa SK kenaikan pangkat, SK kenaikan/pemberhentian dari jabatan, SK
pemindahan, SK kenaikan gaji berkala, SK pensiun serta SK-SK lainnya yang
mendasari terjadinya kenaikan atau pengurangan didalam perhitungan
pembayaran gaji.

Kasubbag Keuangan mendisposisi dokumen dari Subbag kepegawaian kepada
PDG (pembuat daftar gaji) untuk di proses penyusunan gaji sesuai daftar.

PDG mebuat daftar pengajuan perubahan gaji berdasarkan atas SK-SK dan
pendukung yang lain yang mengakibatkan terjadinya kenaikan atau pengurangan
didalam perhitungan pembayaran. Gaji paling lambat pada minggu terakhir dua
bulan sebelumnya.

PDG mengirim daftar pengajuan daftar gaji kebagian Doklahta BKD Provinsi.
Tanggal 1-5 PDG mengambil daftar gaji dan BPJS yang telah dicetak kebagian
Doklahta

PDG meneliti daftar gaji dan sesuai dengan SK-SK yang telah diajukan ke BKD .
Petugas membuat daftar gaji memproses/membuat daftar pengajuan permintaan
pembayaran gaji dengan out-put :

Daftar gaji untuk masing-masing pegawai

Daftar rekapitulasi gaji pegawai

Daftar gaji pegawai per golongan
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4) SSP

5) Surat pernyataan tanggung jawab

8) PDG mengajukan ke petugas pembuat SPP SPM untuk membuat SPP-SPM sesuai
dengan jumlah permintaan uang sesuai dengan rekapitulasi daftar gaji per
golongan kemudian menyerahkan kepada Kasubbag Keuangan untuk ditelti lebih
lanjut.

9) Kasubbag Keuangan mereviuw dokumen gaji dan meneruskan ke pengguna
anggaran.

10) Pengguna anggaran meriview dan menandatangani surat perintah membayar
(SPM) kemudia menyerahkan ke PDG

11) Skala SPM di tandatangani kemudian diserahkan kepada petugas pembuat daftar
gaji untuk diproses.

12) Surat permintaan pembayaran (SPM) dan surat perintah membayar (SPM)
berserta daftar rekapitulasi permintaan pembayaran gaji dan daftar gaji pegawai
per golongan dikirim ke Bagian Perbendaharaan BKAD

13) Proses penerbitan SP2D Surat Perintah Percairan Dana

14) Bendahara mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Bagian
Perbendaharaan BPKAD

15) Bendahara mengumpulkan daftar potongan dari Koperasi interen dan eksteren
seperti koperasi Sekda bang Sumut dan Bank BRI

16) Bendahara meminta cek yang ditandatangani pengguna anggaran
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17) Bendahara mengirim daftar online daftar gaji ke Bank Sumut

18) Tepat tanggal 1 pegawai dapat mengambil uang di Bank Sumut.*

2. Bentuk-Bentuk Pemberian Kompensasi Dalam Meningkatkan Disiplin
Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Agama Asahan.

Dalam meningkatkan kedisiplinan kerja pegawai ASN juga berpengaruh
dalam pemberian kompensasi karena dengan pemberian kompensasi yang baik maka
akan tercipta disiplin kerja yang baik juga. Tetapi tidak semua pemberian kompensasi
itu berpengaruh dalam disiplin kerja karena masih ada juga pegawai yang tidak
disiplin dalam Kkerjanya padahal sudah di iming-imingi dengan reward dan
penghargaan walaupun pengahargaan itu tidak bersifat materi tapi setidaknya dengan
adanya pemberian reward pegawai ASN dapat tambah disiplin dalam bekerja dan
waktu. Untuk itu Ada beberapa macam pemberian kompensasi secara umum atau
keseluruhan ssemua pada ASN yaitu kompensasi langsung dan tidak langsung. Bapak
Mahmudin Lubis selaku Kepala Tata Usaha Kementerian Agama Asahan
mengungkapkan bahwa di kantor kementerian agama sendiri mempunyai pegawai
ASN dan ada juga Pegawai yang Honorer.

a. Gaji Pegawai ASN

Gaji adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pegawai sebagai imbalan balas

jasa. Dalam pemberian gaji setiap lembaga berbeda-beda, tegantung golongan,

jabatan, dan jenjang pendidikan. Nurhalimah Siregar selaku Pegawai Keuangan

** Nurhalimah Siregar (selaku Pegawai Keuangan Kementerian Agama Asahan) Hasil

Wawancara (Tanggal 08 Oktober 2019, Pukul 09.30)
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Kementerian Agama Asahan menjelaskan ada beberapa gaji ASN yang di terima

setiap bulannya, yaitu sebagai berikut:

2)

3)

4)

4)

Gaji Pokok

Gaji pokok yang diterima setiap bulannya oleh ASN, gaji pokoknya ini
merupakan balas jasa mereka, tetapi gaji pokok ini diterima berbeda beda oleh
pegawai berdasarkan jabatan, masa kerja, dan golongan masing-masing. Gaji
pokok ini diberikan ke rekening masing-masing da nada juga dari bendahara
Kementerian Agama Kabupaten Asahan.

Tunjangan Kinerja

Tujuan Kinerja dilihat dari kehadiran dan kedisiplinan pegawai tersebut.
Tunjangan kinerja ini berbentuk penghasilan tambahan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Tujuan ini juga sebagai balas jasa kepada pegawai yang bekerja
secara maksimal. Dan disinila pentingnya pemberian kompensasi dalam
meningkatkan disiplin kerja ASN, karena apabila ASN tersebut memaksimalkan
dirinya bekerja dan disini pulak tunjangan kinerjanya semakin bertambah.

Uang Makan

Uang makan diberikan kepada ASN sebagai kompensasi atas kehadirannya dari
pagi hingga sore dan juga berdasarkan absennya jika tidak memenuhi kerja 7 jam
setengah dan kehadiran dan kedisiplinannya maka uang makan nya akan dipotong
sesuai undang-undang ASN dipotong 0,5 %. Uang makan juga diberikan
tunjangan beras 72 kg perorangan setiap perbulannya.

Uang Beras

Yang dimaksud dengan tunjangan beras adalah tunjangan beras yang diberikan
kepada pegawai negeri dan anggota keluarganya dalam bentuk natura (beras) 10
kg/jiwa atau dalam bentuk inatura (uang) dengan besaran sesuai ketentuan

berlaku.
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5) Tunjangan Jabatan.
Tunjangan jabatan diberikan kepada ASN tertentu, yaitu ASN yang mempunyai
Jabatan ntah itu structural maupun fungsional. Tungan structural tergantung
jabatannya, dan semakin tinggi jabatannya semakin tinggi pulak tunjangan yang
dia terima. Dan tunjangan fungsional hanya untuk guru dan dinas kesehatan,
karena tunjangan fungsional hanya di berikan kepada pegawai yang bersifat
berjasa.

6) Tunjangan Suami dan Istri
Tunjangan suami dan istri ini diberikan secara 10 % dari gaji pokok yang
diterimanya. Tunjangan ini diberikan apabila salah suami istri tersebut adalah
ASN, tetapi tunjangan ini diberikan ke salah satunya bukan kedua-duanya.

7) Tunjangan Anak.
Tunjangan anak diberikan hanya 2 persen dari gaji pokok, tunjangan untuk anak
ini hanya bisa diberikan hanya untuk 2 orang anak saja yang berumur kurang dari
21 tahun, belum pernah kawin, tidak memiliki penghasilan sendiri, dan nyata
menjadi tanggungan PNS yang bersangkutan. Atau telah berumur 21 tahun
sampai dengan 25 tahun bagi anak yang telah melanjut pendidikan formal,
kepadanya masih diberi tunjangan

Selain itu Bapak Drs. H. Mahmudin Lubis selaku Kasubbag Tata Usaha

Kementerian Agama Asahan mengatakan bahwa:

“Sebelum mereka memasuki kantor mereka juga melakukan fingerprint dan
begitu pula saat hendak pulang. Fingerprint ini bergunanya untuk melihat
keterlambatan pegawai. Apabila mereka terlambat dalam 1-30 menit makan gaji akan
di potong 0,5 persen dengan peraturan ini akan meningkatkan kedisiplinan kerjanya.
Penggajian seperti ini sudah di atur dalam undang-undang PP No 53. Pekerjaan

dengan disiplin dan sesuai dengan peraturan akan mendapatkan reward atau

% Nurhalimah Siregar (selaku Keuangan Kementerian Agama Kabupaten Asahan) Hasil
Wawancara (Tanggal 08 Oktober 2019, Pukul 09.30)
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penghargaan dari pemerintah yairu berupa piagam,sertifat menjadikan contoh bahwa

menjadi pegawai negeri yang disiplin sebagai percontohan untuk pegawai lainnya

untuk meningkatkan disiplin kerja mereka”.®*

b. Non Finansial
Bapak Drs. H. Mahmudin Lubis selaku Kasubbag Tata Usaha Kementerian

Agama Asahan menjelaskan ada beberapa gaji non fiansial, yaitu sebagai berikut:

1. Rumah Dinas
Penghunian rumah Negara hanya dapat diberikan kepada pejabat atau ASN untuk
dapat menghuni rumah Negara harus memiliki surat izin penghunian yang
diberikan oleh pejabat yang berwenang pada lembaga Kementerian Agama
Kabupaten Asahan. pemilik surat izin penghunian wajib menempati rumah
Negara selambat-lambatnya dalam jangkah waktu 60 (enam puluh) hari sejak
surat izin penghunian diterima. Suami dan istri yang masing-masing berstatus
ASN, hanya dapat menghuni satu rumah Negara. Pengecualian hanya dapat
diberikan apabila suami dan istri tersebut bertugas bertempat tempat didaerah
yang berlainan.

2. Kendaraan Dinas
Kendaraan dinas dapat berupa mobil, motor, dan sebagainya yang diberikan
wewenang penggunaan kepada pegawai sepanjang yang bersangkutan sebagai

ASN.

® Drs. H. Mahmudin Lubis (selaku Kepala Tata Usaha Kementerian Kabupaten Asahan)
Hasil Wawancara (Tanggal 10 Oktober 2019, Pukul 09.00)
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3. Tunjangan Hari Raya
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan meringankan hidup ASN,
diberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan hari raya (THR) dengan
memperhatikan kemampuan Negara. Kebijakan kebesaran tunjangan hari raya
bagi PNS sebesar gaji pokok sebulan.

4. BPJS
BPJS diberikan sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau Upah perbulan dengan
ketentuan 3% (tiga persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 2% (dua persen)
dibayar oleh peserta.®

3. Hambatan-Hambatan dan Solusi Pemberian Kompensasi Dalam
Meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian
Agama Asahan.

Dalam sebuah lembaga atau perusahaan tidaklah pasti berjalan dengan mulus,
setiap lembaga dan perusahaan pastinya memiliki hambatan-hambatan tersendiri dan
setiap hambatan pastinya memiliki solusi nya. Bapak Drs. H. Mahmudin Lubis selaku
Kasubbag Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Asahan mengungkapkan
bahwasannya untuk hambatan tersendiri mengenai gaji dari pemerintah tidak ada
hambatan, tetapi hambatan itu datang sendiri dari pegawai-pegawai yang bekerja

disini.

® Drs. H. Mahmudin Lubis (selaku Kepala Tata Usaha Kementerian Kabupaten Asahan)
Hasil Wawancara (Tanggal 10 Oktober 2019, Pukul 09.00)
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Hambatan-Hambatan Pemberian Kompensasi Dalam Meningkatkan
Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Agama Asahan.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Bapak Drs. H.

Mahmudin Lubis selaku Kasubbag Tata Usaha Kementerian Agama Asahan

Mengatakan Bahwa:

“Adapapun kendala yang di hadapi dalam meningkatkan disiplin pegawai

ASN di Kementerian Agama Asahan adalah sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

5)

Masih banyak pegawai yang kemampuannya kurang kreatif dan efisien dalam
melaksanakan pekerjaannya.

Masih banyak pegawai yang telat dalam membuat hasil laporan kerja sehingga
memperlambat dalam proses pemberian gaji untuk mereka.

Dari segi asbensi masih banyak pegawai yang meminta izin tidak masuk kerja
dengan berbagai alasan. Hal ini yang membuat tingkat kinerja mereka semakin
menurun.

Masih banyak pegawai yang datang terlambat sehingga kurang disiplin terhadap
waktu bahkan keluar pada saat jam kerja.

Pengiriman SPP biasanya terlambat dari waktu yang ditentukan, sehingga jangka
waktu penyelesaian pemberian gaji juga terlambat dari waktu yang telah
ditentukan.®

Solusi Pemberian Kompensasi Dalam Meningkatkan Disiplin ASN di
Kementerian Agama Asahan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul, dari hasil wawancara

yang peneliti lakukan bersama Bapak Drs. H. Mahmudin Lubis selaku Kasubbag Tata

Usaha Kementerian Agama Asahan memberikan solusi untuk meningkatkan disiplin

% Drs. H. Mahmudin Lubis (selaku Kepala Tata Usaha Kementerian Kabupaten Asahan)

Hasil Wawancara (Tanggal 10 Oktober 2019, Pukul 09.00)
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kerja ASN. Berikut menjelasan dari Bapak Drs. H. Mahmudin Lubis terkait solusi
sebagai berikut :

1) Melaksanakan pelatihan untuk pegawai ASN berguna untuk menambah ilmu
pengetahuan mereka dalam melaksanakan pekerjaan mereka dan menjadikan
mereka pegawai yang lebih berkembang untuk mendapatkan kompensasi yang
lebih meningkat.

2) Memperlancar pemberian kompensasi dari pemerintah untuk pegawai, solusi ini
berguna untuk meningkatkan disiplin pegawai lebih baik lagi.

3) Meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja dan selalu menghargai waktu.

4) Koordinasi yang lebih intensif, salah satunya waktu dari pelaksanaan koordinasi
ini dilakukan jauh sebelum waktu pelaksanaan pemberian gaji dilaksanakan,
sehingga penyesuaian dan antisipasi terhadap kesalahan-kesalahan yang berkaitan
dengan laporan daftar gaji.**

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hambatan sebenarnya
tidaklah datang dari hambatan luar melainkan dari diri sendiri. Mereka yang
membuat diri mereka menjadi pegawai yang tidak melaksanakan disiplin dalam
bekerja. Untuk menyikapi hal ini butuh kesadaran diri sendiri, apabila mereka ingin
naik jabatan dan mendapatkan kompensasi lebih sebaiknya mereka jadikan diri

mereka menjadi pegawai yang berkualitas tinggi.

® Drs. H. Mahmudin Lubis (selaku Kepala Tata Usaha Kementerian Kabupaten Asahan)
Hasil Wawancara (Tanggal 10 Oktober 2019, Pukul 09.00)
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan yang dilakukan dalam BAB IV
yang bertujuan untuk mengetahui Urgensi Pemberian Kompensasi Dalam
Meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kementerian Agama
Kabupaten Asahan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

Proses pemberian kompensasi dalam meningkatkan disiplin Aparatur Sipil
Negara (ASN) di Kementerian Agama Kabupaten Asahan terdapat beberapa langkah-
langkah diantaranya yaitu pegawai harus membuat hasil laporan kerja setiap
bulannya, kemudian dari atasan akan menentukan Gradenya/penghitungan tunjangan
kinerja pegawai, kemudian ditinjau kembali absensinya, dan terakhir pencairan dana.
Ada pun bentuk-bentuk pemberian kompensasi dalam meningkatkan disiplin ASN
pada Kementerian Agama Kabupaten Asahan meliputi gaji pokok, tunjangan kinerja,
uang makan, tunjangan jabatan yang terbagi dua tunjangan struktural dan fungsional,
tunjngan suami istri, dan juga tunjangan terhadap anak, kendaraan dinas, rumah
dinas, bpjs dan sebagainya.

Hambatan yang terdapat dalam meningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara
(ASN) di Kementerian Agama Kabupaten Asahan yaitu masih banyak pegawai yang
kemampuannya kurang efisien dan kreatif dalam melaksanakan pekerjaannya, masih

banyak pegawai yang datang terlambat masuk sehingga kurang disiplin terhadap



53

waktu bahkan keluar pada saat jam bekerja dengan berbagai alasan, pengiriman SPP
biasanya terlambat dari waktu yang ditentukan, sehingga jangka waktu penyelesaian

pemberian gaji juga terlambat dari waktu yang telah ditentukan

Solusi yang dapat dilakukan dari hambatan tersebut yaitu melaksanakan
pelatihan untuk pegawai ASN yang berguna untuk menambah ilmu pengetahuan
mereka dalam melaksanakan pekerjaan mereka dan menjadikan mereka pegawai yang
lebih disiplin dalam bekerja sehingga kompensasi mereka juga akan meningkat sesuai
dengan tingkat kinerja mereka. Memperlancar pemberian kompensasi dari pemerintah
untuk pegawai, solusi ini berguna untuk meningkatkan disiplin pegawai lebih baik
lagi. Koordinasi yang lebih intensif, salah satunya waktu dari pelaksanaan koordinasi
ini dilakukan jauh sebelum waktu pelaksanaan pemberian gaji dilaksanakan, sehingga
penyesuaian dan antisipasi terhadap kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan

laporan daftar gaji

B. Saran
Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan tersebut, ada beberapa saran dan
masukan yang penulis pandang sebagai hal yang positif untuk kemajuan terhadap
Kementerian Agama Kabupaten Asahan, antara lain:
1. Kepada kepala Tata Usaha Kemenag Kabupaten asahan agar terus melakukan
pengawasan, memberikan motivasi dan lain-lain kepada para pegawai ASN
sehingga tingkat kedisiplinan mereka menjadi lebih baik dan produktivitas

Kinerjanya semakin meningkat.
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2. Kepala Kantor Kementerian Agama Asahan lebih meningkatkan semangat kerja
kepada para pegawai.

3. Kepada pegawai ASN agar lebih patuh terhadap peraturan yang sudah ditetapkan
oleh Kementerian Agama Kabupaten Asahan terutama dalam hal kedisiplinan.

4. Menyesuaikan gaji dengan absen para pegawai, agar dengan menyesuaikan gaji
dengan absen para pegawai lebih membiasakan diri untuk menaati peraturan di

kantor Kementerian Agama Asahan.
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PEDOMAN WAWANCARA

Bagaimana sejarah berdiri nya kementerian Agama Kabupaten Asahan ?
Bagaimana visi dan misi Kementerian Agama Kabupaten Asahan ?
Bagaimana struktur Kementerian Agama Kabupaten Asahan ?

Bagaimana proses pemberian kompensasi dalam meningkatkan disipin ASN
di Kementerian Agama Kabupaten Asahan ?

Bagaimana bentuk-bentuk pemberian kompensasi dalam meningkatkan
disiplin pegawai ASN disini ?

Apa saja hambatan dan solusi dalam meningkatkan disiplin disini ?
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1. Sehubungan dengan Surat Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas
Islam Negeri Sumatera Utara Nomor : B-2555/DK.1/TL.00/9/2019, Tanggal
20 September 2019, Prihal Permohonan Izin Riset.

2. Dengan ini diberitahukan kepada :

Nama : Evi Puspita Sari

NIM : 14154066

Semester : VIII (Delapan)

Jurusan : Manajemen Dakwah (MD)

Tempat Tgl Lahir : Kisaran, 12 Juni 1997

Alamat : JI. Durian Kisaran Timur Kabupaten Asahan

Bahwasanya dapat diberikan ljin Riset melakukan Penelitian yang bertujuan
untuk menyelesaikan tugas akhir dalam rangka penulisan Skripsi (S1) di
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul * Urgensi Pemberian
Kompensasi Dalam Meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di
Kementerian Agama Kabupaten Asahan.

3. Demikian disampaikan atas perhatian dan k manya di ucapkan terima
T ER A
kasih.
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